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Lampiran s -

Hal . Imbauan

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

Di- Barru

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menyampaikan kepada KPU
Kabupaten Barru dalam hal pengawasan subtahapan Pendaftaran Pasangan Calon pada
tahapan pencalonan agar dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme

yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem
ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan
kepastian hukum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Barru. Maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau untuk memastikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

2. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak
dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan
Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul mengikuti pendaftaran
dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui
konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung
dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul.

3. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak
dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video
atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas
penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari
instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran.

4. Dalam hal pendaftaran Pasangan Calon tidak dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik
Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4),
pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu Tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

5. Dalam hal pendaftaran Pasangan Calon dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat

Pusat, pendaftaran harus disertai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat
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Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat
kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.

6. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenunhi
persyaratan pencalonan yang terdiri atas:

a. pemenuhan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan

b. dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

7. Selain persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyertakan dokumen
persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.

8. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah
mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak
dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.

9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah
didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak
dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

10. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan
dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat
mengundurkan diri sejak pendaftaran.

11. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon
pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

12. KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon
untuk memastikan dan memeriksa:

a. kehadiran:
1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan
Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan;
b. pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat
(1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1).
c. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2); dan
d. kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3).
13. Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104

melewati waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
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ayat (3), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan dokumen
persyaratan hingga seluruh proses diselesaikan.

14. KPU Kabupaten/Kota menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah
melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.

15. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terpenuhi, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon
atau petugas penghubung.

16. Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan surat pengantar dan tanda
terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon.

17. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 belum terpenuhi,
KPU mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen
persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian.

18. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan
Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran.

19. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu dinyatakan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon,
tetapi Partai Politik Peserta Pemilu pengusul lainnya masih memenuhi syarat pencalonan
maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melanjutkan pencalonan.

20. KPU Kabupaten/Kota dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.
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